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Putusnya hubungan perkawinan karena penceraian membawa akibat hukum yang salah satunya masalah
harta bersama. Selama perkawinan suami istri berjalan dengan harmonis, mereka tidak mempermasalahkan
harta bersama. Tetapi prakteknya sering terjadi salah satu pihak ingin memperoleh bagian yang lebih besar
atau mungkin salah satu pihak hanya mengambil keuntungan saja dari perkawinan itu, bahkan ingin
menguasal sendiri atas harta bersama setelah terjadi perceraian. Dari uraian tersebut, timbul masalah
bagaimana pembagian harta bersama akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974. apa akibat hukum dari pembagian harta bersama yang tidak sesuai dengan
Undang-undang. Apakah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 41/T/79.G sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Penulisan Tesis ini menggunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Jenis data yang
digunakan data sekunder. M eetode penelitian adalah metode kwalitatif sehingga menghasilkan data yang
evaluatif sekunder. Mengenai harta bersama diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UU No. 1 Tahun
1974 yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bebrsama.
Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Apabila
perkawinan putus karena penceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pembagian
harta bersama yang tidak sesuai dengan Undang-undang maka akan merugikan salah satu pihak yaitu suami
atau isteri dan juga kepentingan pihak ketiga. Dalam hal suami atau isteri yang merasa dirugikan dengan
pembagian harta setelah penceraian tersebut dapat mengajukan gugatan atau banding ke Pengadilan Tinggi.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 4l/T/7 9.G kurang memperhatikan apakah tanah yang terletak
di Jalan Dewi Sertika Nomor 186 Jakarta Timur telah diperjuabelikan atau belum. Karena dengan melihat
bukti Akta Jual Beli yang dibuat dihadapat Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang dan jual beli
tersebut dilakukan sebelum terjadi perceraian, makajual beli tersebut sah menurut Undang-Undang. Jadi
harta tersebt merupakan harta bersama walaupun dijual kepada anaknya sendiri.

...... The end of amarriage relationship which is due to the couple?s decision to divorce could bring about
several legal consequences, one of which is concerning the partition of the collective assets they earned
during the marriage period. Despite the fact that as long as the couple make a harmonic life in their marriage
life, they tend not to show concern on the partition of the assets, in reality many cases show that after a
divorce, one of the couple usually intends to get more parts, or in some extreme ones, the whole part of the
assets they should part between them. Such cases have inspired the creation of the law regulating the
partition of collective assets in a broken marriage due to divorce, named Law No.| Year 1974. Thisthesis
intends to identify the legal consequence of a collective property partition which is not in accordance with
the Law, and whether the East Jakarta State Court?s Decision N0.41/T/79.G has been in accordance with the
applicable law in Indonesia. Thisthesis appliesthe juridical normative library study, while the dataused is
the secondary one.
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The research method applied in this research is the qualitative one, which leads to an eval uative-analytical
data. The matters concerning collective assets partition is regulated in the Article 35 to 37 of the Law No.l

Y ear 1974 which states that the assets earned during the marriage period are considered as collective assets.
Concerning this, either the husband or wife is allowed only to act after there is agreement between them. An
unfair partition would cause harm on the interest of either the husband, wife, or the third party. In case such
a circumstance happens, the harmed party has right to sue or even to make an appeal to the High Court. The
decision of the East Jakarta State Court No. 41/T/79.G is considered as not sufficiently well informed
whether the status of the land situated in Jalan Dewi Sartika No.I86 East Jakarta has been traded or yet.
Considering that the sale-purchase certificate was made before the presence of a Notary (Land Certificate
Maker Official), thus the transaction is considered as valid according to the law. Therefore, the asset is
considered as a collective asset even though in caseit is sold to the couple?s own child.



